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ABSTRAK

Hukum merupakan bagian utama dalam memberikan perlindungan bagi
konsumen. Konsumen harus selalu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, hal itu
karena konsumen adalah pihak yang paling lemah. Perlindungan konsumen di
Indonesia menjadi perhatian ketika timbulnya korban akibat obat yang tersedia
dimasyarakat menimbulkan korban. Obat tersebut adalah PCC, yang membuat
masyarakat dirugikan. Pertanggungjawaban atas perdagangan Obat PCC yang
menimbulkan kerugian terhadap konsumen, merupakan tugas pemerintah. Upaya
hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat obat PCC memerlukan peran
pemerintah untuk menegakkannya. Dalam proses pembinaan serta pengawasan
obat sudah menjadi kewenangan dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban
berdasarkan peraturan yang telah dibentuk memastikan makan, minum, dan obat
menjadi konsumsi yang aman bagi masyarakat. Namun dikaitkan dengan
keberadaan obat PCC harus dilihat peran apotek dan yang harus ikut bertanggung
jawab dalam bagian perlindungan konsumen. Peran masyarakat dan seluruh pihak
merupakan hal penting dalam menentukan perlindungan hukum bagi konsumen.
Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum serta pihak mana
yang bertanggungjawab atas masalah peredaran obat PCC.
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ABSTRACT

Law is a major part of providing consumer protection. Consumers should always
be protected and fulfilled their rights, because consumers are the weakest party.
Consumer protection in Indonesia is of concern when the onset of drug-related
casualties available in the community results in casualties. The drug is PCC,
which makes people harmed. The accountability of the PCC Drugs that inflicts
consumers, is a government duty. The legal endeavors consumers can take due to
PCC drugs require the government's role to enforce them. In the process of
guidance and supervision of drugs has become the authority of the government.
The government is obliged under established regulations to ensure that food,
drink and medicine are safe for the people. However, associated with the presence
of PCC drugs should be seen the role of pharmacies and who must take
responsibility in the consumer protection section. The role of society and all
parties is crucial in determining legal protection for consumers. This thesis aims
to explain the legal protection as well as which party is responsible for the issue
of PCC drug circulation.
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